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Abstract 

Digital healthcare services in Indonesia have brought about significant changes in nursing practice, whilst also 

introducing new complexities in legal and professional ethical aspects. This article aims to analyse the legal 

responsibilities and protections of nurses in the practice of digital healthcare services, as well as to examine the 

relevance of national regulations and professional nursing ethics in Indonesia. The method used is a normative-

analytical approach involving a literature review of laws, government regulations, Ministry of Health regulations, 

and scientific journals on ethics, nursing law, electronic medical records, telemedicine, and telenursing. The findings 

indicate that nurses in digital practice remain subject to criminal, civil, and administrative legal liability, whilst legal 

protection is only afforded if actions comply with professional standards, ethics, standard operating procedures 

(SOPs), and applicable regulations. On the other hand, professional nursing ethics and digital ethics serve as crucial 

pillars for nurses in safeguarding patient autonomy, privacy, and data security, as well as limiting the exercise of 

authority in the digital domain. Consequently, this article emphasises the need for adaptive regulatory strengthening, 

the development of specific SOPs for digital practice, and a strong integration between legal and professional ethical 

aspects to ensure the protection of nursing staff whilst maintaining the quality and safety of technology-based 

healthcare services in Indonesia. 

 

Keywords: nurses’ legal responsibilities, legal protection of nursing staff, digital healthcare services, electronic health 

records, telenursing, nursing professional ethics, Indonesian Code of Nursing Ethics. 

 

Abstrak 

Pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam praktik tenaga perawat, 

sekaligus menimbulkan kompleksitas baru dalam aspek hukum dan etika profesi. Artikel ini bertujuan menganalisis 

tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital, serta 

menelaah relevansi regulasi nasional dan etika profesi keperawatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan normatif-analitif dengan studi kepustakaan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

kementerian kesehatan, serta jurnal ilmiah tentang etika, hukum keperawatan, rekam medis elektronik, telemedicine, 

dan telenursing. Hasil kajian menunjukkan bahwa perawat dalam praktik digital tetap dibebani tanggung jawab hukum 

pidana, perdata, dan administratif, sementara perlindungan hukum baru diberikan jika tindakan sesuai standar profesi, 

etika, SOP, dan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, etika profesi keperawatan dan etika digital menjadi penyangga 

penting bagi perawat dalam menjaga otonomi, privasi, dan keamanan data pasien, serta membatasi penggunaan 

kewenangan di ranah digital. Dengan demikian, artikel ini menegaskan perlu adanya penguatan regulasi yang adaptif, 

penyusunan SOP spesifik untuk praktik digital, serta integrasi kuat antara aspek hukum dan etika profesi untuk 

memastikan perlindungan tenaga perawat sekaligus menjaga mutu dan keamanan pelayanan kesehatan berbasis 

teknologi di Indonesia. 

 

Kata kunci: tanggung jawab hukum perawat, perlindungan hukum tenaga perawat, pelayanan kesehatan digital, 

rekam medis elektronik, telenursing, etika profesi keperawatan, kode etik keperawatan Indonesia 
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah pelayanan kesehatan di 

Indonesia dengan munculnya berbagai bentuk layanan berbasis digital, seperti telemedicine, telenursing, 

rekam medis elektronik (RME), dan aplikasi konsultasi kesehatan online. Dinamika ini mempercepat akses 

layanan kesehatan, namun juga memunculkan kompleksitas hukum dan etika bagi tenaga perawat yang 

terlibat secara langsung dalam praktik tersebut (Gunawan et al., 2021). Di tengah tren digitalisasi tersebut, 

perawat sebagai ujung tombak pelayanan keperawatan menghadapi tantangan baru dalam menjaga mutu, 

keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi profesi (Setiani, 2018). 

Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis digital pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, kelancaran alur pelayanan, dan jangkauan akses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan 

wilayah rawan keterbatasan sumber daya (Fitri & Hoesein, 2025). Namun, perubahan pola interaksi antara 

perawat–pasien dan sistem informasi menjadi sorotan penting karena berpotensi menimbulkan risiko hukum 

jika tidak diatur secara jelas dan terjamin secara etis (Gunawan et al., 2021). Secara praktis, praktik digital 

menuntut perawat untuk memahami tidak hanya kompetensi klinis, tetapi juga aspek legal dan etika 

pengelolaan data pasien melalui sistem elektronik. 

Dalam konteks Indonesia, regulasi nasional tentang pelayanan kesehatan berbasis digital masih 

berkembang, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat. 

Pengaturan telemedicine dan telenursing belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka regulasi 

keperawatan yang mengatur tanggung jawab, kompetensi, dan perlindungan hukum bagi perawat (Setiani, 

2018). Akibatnya, praktik digital berpotensi menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum perawat apabila 

terjadi kesalahan, pelanggaran privasi, atau tuntutan dari pasien (Fitri & Hoesein, 2025). 

Aspek hukum dalam praktik perawat secara tradisional telah diatur dalam berbagai undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian kesehatan, termasuk UU Kesehatan, UU Tenaga 

Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran/Keperawatan. Berbagai regulasi tersebut menegaskan pentingnya 

standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kepatuhan terhadap kode etik sebagai 

syarat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Utomo et al., 2021). Namun, ketika praktik beralih ke 

ranah digital, pertanyaan muncul tentang apakah regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk 

mengakomodasi risiko baru seperti pelanggaran data elektronik, kesalahan dokumentasi RME, dan 

konsultasi jarak jauh yang tidak jelas konteksnya (Fitri & Hoesein, 2025). 

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik klinis tradisional dikenal melalui tanggung jawab 

pidana, perdata, dan administratif, yang muncul jika terdapat kelalaian, kesalahan prosedur, atau pelanggaran 

terhadap hak pasien (Utomo et al., 2021). Dalam konteks rekam medis elektronik, kesalahan dokumentasi 

dapat bermuara pada kedua jenis tanggung jawab hukum tersebut, baik sebagai bentuk pelanggaran kontrak 

pelayanan (perdata) maupun sebagai potensi pelanggaran pidana apabila menimbulkan kerugian serius pada 

pasien. Dengan demikian, perawat dituntut untuk lebih cermat dalam merekam setiap aspek asuhan 

keperawatan, termasuk pada sistem informasi digital yang terintegrasi dengan catatan elektronik (Ratih et 

al., 2026). 

Di sisi lain, regulasi terbaru seperti UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat pengaturan 

hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam praktik pelayanan 

kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan 

selama mereka menjalankan tugas sesuai standar profesi, SOP, dan etika yang berlaku (Ratih et al., 2026). 
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Namun, dalam praktik digital, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan terkait 

kejelasan batas ruang lingkup tugas, kewenangan, dan mekanisme penegakan hukum ketika terjadi sengketa 

atau gugatan (Riasari, 2021). 

Etika profesi keperawatan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia menjadi 

dasar penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme perawat dalam praktik apa pun, termasuk 

praktik digital. Prinsip-prinsip etika seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, justice, dan 

confidentiality harus tetap dijunjung tinggi meskipun interaksi dengan pasien dilakukan secara elektronik 

atau melalui platform digital (Kode Etik Keperawatan Indonesia, 2022). Pada saat yang sama, tantangan etis 

muncul ketika perawat harus memastikan keakuratan informasi, keamanan data, dan keadilan akses layanan 

dalam konteks sistem digital yang kompleks (Arnone & Giacalone, 2025). 

Perkembangan layanan kesehatan online juga menuntut profesionalisme tinggi dari perawat, karena 

konsultasi jarak jauh dapat terbatas dalam konteks asesmen klinis dan observasi langsung. Kode etik profesi 

menegaskan bahwa perawat harus menjelaskan keterbatasan rekomendasi diagnosis atau terapi yang 

diberikan secara online dan tidak boleh melampaui kompetensi yang dimiliki (Kode Etik Keperawatan 

Indonesia, 2022). Dengan demikian, etika profesi menjadi alat penting untuk mencegah overclaim, 

misinformasi, dan potensi kerugian pasien yang dapat berujung pada sengketa hukum (Arnone & Giacalone, 

2025). 

Di Indonesia, penelitian tentang perlindungan hukum bagi perawat menunjukkan bahwa pemerintah 

telah memberikan dasar perlindungan melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur hak perawat 

sepanjang bekerja sesuai standar profesi dan SOP. Perlindungan ini bersifat preventif, yaitu melalui 

pembinaan, pengawasan, pengaturan sanksi administratif yang proporsional, serta mekanisme penyelesaian 

sengketa melalui jalur hukum (Ratih et al., 2026). Namun, dalam konteks praktik digital, penelitian 

menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme tersebut masih perlu diperkuat dan diklarifikasi agar 

memberikan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga perawat (Riasari, 2021). 

Kajian terdahulu tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik 

pelayanan kesehatan berbasis digital menjadi penting untuk mengidentifikasi celah regulasi, mengkaji 

relevansi etika profesi, serta mengusulkan penguatan standar dan pedoman yang adaptif terhadap teknologi 

(Melvando et al., 2025). Penelitian hukum normatif terbaru menunjukkan bahwa integrasi regulasi UU 

Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, dan peraturan teknis terkait rekam medis elektronik serta telemedicine 

memberikan landasan awal, tetapi implementasinya pada praktik digital masih membutuhkan penjelasan 

lebih rinci. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif atas regulasi nasional 

dan etika profesi keperawatan dalam rangka memahami bagaimana tanggung jawab hukum dan 

perlindungan tenaga perawat terkonstruksi dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan studi 

normatif-analitif, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai sumber hukum primer 

dan sekunder yang relevan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik 

pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. Sumber primer meliputi undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan menteri kesehatan, serta kebijakan terkait pelayanan kesehatan digital, sedangkan 

sumber sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kajian tentang etika profesi 

keperawatan, regulasi tenaga kesehatan, dan praktik telenursing. Data yang terkumpul dianalisis secara 
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tematik dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum serta 

etika profesi perawat, kemudian disajikan secara deskriptif-analitif untuk menghasilkan pemahaman 

komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks praktik pelayanan kesehatan 

berbasis digital di Indonesia (Walliman & Walliman, 2021); (Eliyah & Aslan, 2025). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Hukum Tenaga Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Digital 

Dalam praktik pelayanan kesehatan digital, perawat tetap berstatus sebagai tenaga kesehatan yang 

terikat oleh kewajiban hukum untuk memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi, 

walaupun interaksi dengan pasien berlangsung secara elektronik atau jarak jauh. Tanggung jawab hukum ini 

muncul sejak perawat terlibat dalam proses skrining, asesmen, edukasi, monitoring, maupun dokumentasi 

melalui sistem informasi kesehatan digital (Melvando et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan platform 

digital bukan menghapus, melainkan merubah konteks dan kompleksitas tanggung jawab hukum perawat 

dalam praktik asuhan keperawatan. 

Dasar hukum tanggung jawab perawat dalam praktik digital di Indonesia merujuk pada kerangka UU 

Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, UU Tenaga Kesehatan, dan peraturan pelaksana terkait praktik 

keperawatan serta rekam medis elektronik. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga 

kesehatan, termasuk perawat, wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi, baik 

dalam pelayanan konvensional maupun berbasis teknologi informasi. Penerapan norma-norma ini dalam 

praktik digital menjadi dasar awal untuk menilai apakah suatu tindakan perawat berada dalam koridor hukum 

atau berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban (Puspita et al., 2024). 

Tanggung jawab pidana perawat dapat muncul dalam praktik digital apabila terdapat unsur kesalahan 

atau kelalaian yang menimbulkan kerugian serius pada pasien, misalnya kesalahan instruksi tindakan, 

pelanggaran privasi data, atau pemalsuan catatan elektronik. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana 

tenaga kesehatan pada dasarnya merujuk pada ketentuan KUHP mengenai kelalaian, pencemaran nama baik, 

dan pelanggaran hak privasi, serta ketentuan khusus di bidang kesehatan. Dalam konteks layanan digital, 

pembuktian unsur kelalaian dapat dilakukan melalui audit sistem informasi, log aktivitas, dan dokumentasi 

rekam medis elektronik yang mencatat tindakan perawat (Yandriza & Arma, 2023). 

Tanggung jawab perdata perawat dalam praktik digital biasanya berkaitan dengan gugatan ganti rugi 

yang diajukan pasien akibat kesalahan atau kelalaian dalam asuhan, termasuk kesalahan dokumentasi, 

kesalahan instruksi, atau pelanggaran kerahasiaan data. Dalam hukum perdata Indonesia, perawat dapat 

bertanggung jawab secara pribadi maupun bersama institusi melalui prinsip respondeat superior, di mana 

fasilitas pelayanan kesehatan pun ikut bertanggung jawab atas tindakan perawat yang dilakukan dalam relasi 

kerja (Melvando et al., 2025). Dalam praktik digital, benchmark utama penilaian gugatan perdata adalah 

apakah perawat memenuhi standar profesional dan protokol yang berlaku pada sistem informasi kesehatan 

(Puspita et al., 2024). 

Pendokumentasian asuhan keperawatan dalam rekam medis elektronik (RME) menjadi salah satu 

aspek krusial yang menentukan tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital. Regulasi seperti UU 

Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan permenkes yang mengatur RME menegaskan bahwa setiap tindakan 

asuhan keperawatan harus dicatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, karena RME berfungsi sebagai 

bukti hukum atas pelayanan yang diberikan. Kesalahan dokumentasi, pengisian data keliru, atau 
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keterlambatan rekam dapat dijadikan dasar klaim kelalaian baik dalam ranah perdata maupun administratif 

(Darta & Kuswardhani, 2025). 

Di samping tanggung jawab pidana dan perdata, perawat juga menghadapi potensi sanksi 

administratif dalam praktik pelayanan kesehatan digital, seperti teguran lisan/tulisan, penurunan jabatan, 

penundaan atau pencabutan izin praktik, serta sanksi dari Majelis Kehormatan Etika Keperawatan PPNI 

(Lintang, 2021). Sanksi administratif biasanya dikenakan ketika perawat melanggar standar profesi, kode 

etik, SOP, atau ketentuan internal fasyankes terkait penggunaan sistem informasi dan platform digital. Dalam 

konteks telenursing, pelanggaran seperti mendiagnosis di luar kompetensi, memberikan terapi tanpa 

pengawasan atau tanpa SOP klarifikasi jarak jauh, dapat menjadi dasar pemberian sanksi administratif 

(Yandriza & Arma, 2023). 

Kerahasiaan data pasien merupakan salah satu domain tanggung jawab hukum yang sangat sensitif 

dalam praktik digital, karena perawat berpotensi mengakses, mengelola, dan mentransfer informasi 

kesehatan melalui sistem cloud atau aplikasi konsultasi online. Regulasi UU Kesehatan dan permenkes 

tentang rekam medis elektronik menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan isi 

rekam medis pasien, termasuk data elektronik, dan hanya boleh membuka atau mengungkapkan informasi 

sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata 

(gugatan pelanggaran hak privasi) dan sanksi administratif, bahkan pidana apabila menimbulkan kerugian 

luas atau digunakan untuk tujuan merugikan pasien (Darta & Kuswardhani, 2025). 

Dalam praktik telenursing, perawat juga memiliki tanggung jawab hukum terkait batas kompetensi 

dan kewenangan, karena pelayanan dilakukan jarak jauh dan seringkali tanpa kemampuan melakukan 

pemeriksaan fisik langsung (Sintia & Ravena, 2023). Kode Etik Keperawatan Indonesia dan UU 

Keperawatan menegaskan bahwa perawat hanya boleh melakukan tindakan sesuai kompetensi dan 

kewenangannya, serta tidak boleh mengambil peran yang merupakan kewenangan dokter tanpa pelimpahan 

tertulis yang sah (Lintang, 2021). Apabila perawat dalam praktik digital melanggar batas kompetensi ini, 

tanggung jawab hukum dapat muncul dalam bentuk gugatan malpraktik atau pelanggaran etika profesi 

(Wahyuni, 2024). 

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital juga meluas pada aspek pengelolaan teknologi 

dan sistem informasi, termasuk kewajiban mengikuti SOP penggunaan aplikasi konsultasi, mekanisme data 

security, dan perlindungan terhadap risiko kebocoran data. Peraturan telemedicine dan ketentuan rekam 

medis elektronik mengamanatkan bahwa fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan harus memastikan bahwa 

sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan informasi. Kegagalan perawat 

mematuhi SOP teknis maupun mengabaikan protokol keamanan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban 

administratif dan perdata, meskipun fokus utama perlindungan data ditempatkan pada institusi (Darta & 

Kuswardhani, 2025). 

Interaksi perawat–pasien dalam praktik digital, seperti melalui chat, video konsultasi, atau platform 

aplikasi kesehatan, juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip informed consent dan komunikasi yang akurat. 

Perawat wajib menjelaskan secara terukur batasan dan keterbatasan layanan digital, risiko yang mungkin 

terjadi, serta prosedur jika terjadi kegagalan komunikasi atau kegagalan teknis (Anwar & Anzward, 2021). 

Ketiadaan proses persetujuan yang memadai atau penyampaian informasi yang menyesatkan dalam praktik 

digital dapat menjadi dasar gugatan perdata atas pelanggaran hak pasien untuk memperoleh informasi yang 

benar dan komprehensif. 
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Di Indonesia, analisis hukum normatif terbaru menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga 

kesehatan, termasuk perawat, meningkat seiring penerapan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, asalkan 

perawat berpraktik sesuai standar profesi, etika, dan SOP yang berlaku. Namun, perlindungan tersebut tidak 

bersifat mutlak; apabila perawat keliru dalam praktik digital—misalnya salah diagnosis, salah instruksi, atau 

pelanggaran privasi—maka pertanggungjawaban hukum tetap dapat diterapkan, baik secara pribadi maupun 

melalui fasilitas pelayanan (Wijaya et al., 2025). Dengan kata lain, regulasi memberikan payung 

perlindungan tetapi tetap menuntut akuntabilitas perawat di setiap ruang praktik, termasuk ranah digital. 

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital juga terkait dengan aspek dokumentasi dan 

validasi tindakan, karena RME dan sistem elektronik menjadi “saksi” otomatis atas alur pelayanan yang 

diberikan. Permenkes tentang rekam medis dan regulasi terkait menegaskan bahwa perawat harus 

memastikan bahwa setiap aksi di sistem informasi terekam dengan benar, termasuk jam pelaksanaan, 

tindakan, dan penilaian klinis (Wijaya et al., 2025). Ketiadaan rekaman yang jelas atau ketidaksesuaian 

antara tindakan nyata dan data elektronik dapat dijadikan dasar untuk menilai kelalaian dan memperkuat 

argumen dalam gugatan hukum (Anwar & Anzward, 2021). Selain tanggung jawab individu, perawat dalam 

praktik digital juga terikat oleh tanggung jawab kolektif dengan tim dan institusi, sehingga tindakan perawat 

seringkali dinilai dalam konteks sistem kerja yang lebih luas. Analisis hukum menunjukkan bahwa dalam 

kasus malpraktik, praktik “strict liability” dapat diterapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang gagal 

menyediakan sistem informasi yang aman, SOP digital yang jelas, atau pelatihan etika-legal bagi perawat. 

Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan perawat tetap dimintai pertanggungjawaban pribadi 

apabila terbukti melakukan kelalaian yang dapat dihindari (Wahyuni, 2024). 

Dengan demikian, tanggung jawab hukum tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan digital 

mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif yang terkait erat dengan regulasi nasional, kewenangan 

profesi, dan etika keperawatan. Pada praktiknya, perawat dituntut untuk memahami tidak hanya aspek klinis, 

tetapi juga aspek hukum dan etika dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, dokumentasi elektronik, 

telemedicine, serta telenursing. Penguatan regulasi, pelatihan etikolegal, dan penyusunan SOP spesifik untuk 

praktik digital menjadi kunci utama agar perawat dapat menjalankan tanggung jawab hukum secara 

proporsional, sambil tetap memperoleh perlindungan hukum yang memadai di era pelayanan kesehatan 

berbasis teknologi. 

 

Perlindungan Hukum dan Etika Profesi Perawat dalam Praktik Digital 

Perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan digital merujuk pada 

jaminan negara dan regulasi bahwa perawat dapat menjalankan tugas sesuai standar profesi, etika, dan SOP 

tanpa diancam secara sewenang-wenang ketika tidak terjadi pelanggaran hukum atau etika. UU Kesehatan 

Nomor 17 Tahun 2023 dan regulasi turunannya menegaskan bahwa tenaga kesehatan, termasuk perawat, 

mendapat perlindungan hukum selama berpraktik sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Dalam 

praktik digital, perlindungan ini menjadi penting karena risiko sengketa, gugatan, dan pelanggaran data 

semakin kompleks, sehingga perawat perlu “payung hukum” yang jelas ketika menggunakan sistem 

informasi dan platform kesehatan online (Wijaya et al., 2025). 

Bentuk perlindungan hukum bagi perawat meliputi perlindungan preventif melalui pembinaan, 

pengawasan, pelatihan etikolegal, serta penyediaan SOP yang jelas untuk penggunaan rekam medis 

elektronik dan telemedicine (Sintia & Ravena, 2023). Pemerintah dan lembaga profesi seperti PPNI bertugas 

menyusun pedoman, standar, serta mekanisme penegakan hukum yang adil ketika terjadi pelanggaran, baik 
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dari sisi perawat maupun pasien (Wahyuni, 2024). Di era digital, perlindungan preventif semacam ini 

menjadi kian vital karena perawat harus memahami regulasi terkait RME, keamanan data, serta batas 

kewenangan dalam telenursing. 

Secara normatif, perlindungan hukum perawat dalam praktik digital dapat diimplementasikan 

melalui kejelasan regulasi telemedicine, permenkes tentang rekam medis elektronik, serta kebijakan 

etikolegal khusus perawat jarak jauh. Analisis hukum terbaru menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine 

dan rekam medis elektronik di Indonesia sudah mulai menyentuh aspek perlindungan tenaga kesehatan, 

misalnya melalui kewajiban fasilitas pelayanan menyediakan sistem yang aman dan memadai. Dengan 

demikian, perawat tidak semata-mata bertanggung jawab pribadi atas kegagalan sistem, namun tetap 

diwajibkan menjaga kepatuhan terhadap protokol digital yang telah ditetapkan (Beatrice Anastasya Secillia 

A et al., 2025). 

Perlindungan hukum juga terwujud dalam bentuk jaminan proses penegakan hukum yang adil dan 

proporsional, termasuk prinsip non-retroaktivitas, asas kepastian hukum, serta asas keadilan ketika perawat 

menghadapi gugatan akibat pelaksanaan praktik digital (Mahaputri et al., 2019). Ketika terjadi sengketa, 

baik pidana maupun perdata, perawat perlu diberi kesempatan untuk membela diri berdasarkan fakta yang 

tercatat dalam sistem informasi, log aktivitas, dan dokumentasi elektronik. Dalam konteks ini, kejelasan 

regulasi dan konsistensi penerapan hukum menjadi kunci agar perawat tidak merasa “terjebak” dalam norma 

yang ambigu ketika berpraktik di ranah digital (Beatrice Anastasya Secillia A et al., 2025). 

Etika profesi keperawatan, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia, menjadi 

landasan penting untuk memperkuat perlindungan perawat, karena perilaku etis biasanya menjadi dasar 

penilaian bahwa perawat bertindak sesuai standar profesi. Prinsip-prinsip etika seperti autonomy, 

beneficence, non-maleficence, justice, confidentiality, dan accountability harus tetap dijunjung dalam 

praktik digital, termasuk pada interaksi melalui platform telemedicine, chat, dan video konsultasi 

(Tedjomuljo & Afifah, 2016). Ketika perawat terbukti menjalankan praktik berdasarkan prinsip etika 

tersebut, ini dapat menjadi argumen kuat dalam sengketa hukum sebagai bentuk perlindungan moral dan 

normatif. 

Dalam praktik digital, perawat wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien, sekaligus 

memastikan keamanan sistem informasi yang digunakan, sebagaimana diamanatkan etika digital 

keperawatan. Etika digital menekankan bahwa perawat tidak boleh membocorkan informasi pasien, 

mengunggah data medis di media sosial, atau mengakses data di luar kebutuhan profesional, apalagi dalam 

praktik layanan kesehatan berbasis aplikasi online (Setyo, 2024). Pelanggaran prinsip ini tidak hanya 

berpotensi melanggar kode etik, tetapi juga menjadi dasar gugatan perdata dan sanksi administratif, sehingga 

pemahaman etika digital menjadi bagian dari perlindungan hukum. 

Kerahasiaan dan keamanan data pasien dalam praktik digital menjadi isu etik dan hukum sekaligus, 

karena perawat berperan sebagai gatekeeper informasi kesehatan yang rentan dicurigai ketika terjadi 

kebocoran atau penyalahgunaan data. Regulasi UU Kesehatan dan permenkes rekam medis elektronik 

menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien, namun dalam praktik 

digital, perawat juga diharapkan memahami protokol enkripsi, penggunaan perangkat aman, serta 

pembatasan akses data. Penguatan etika keamanan informasi ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, 

tetapi juga memperkuat kerangka perlindungan bahwa perawat telah berusaha berhati-hati dalam menjaga 

data pasien (Setyo, 2024). 
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Etika profesi juga menuntut perawat untuk menjaga batas kompetensi dan kewenangan, terutama 

ketika berpraktik di ranah digital yang seringkali membatasi kemampuan melakukan asesmen fisik langsung. 

Kode Etik Keperawatan Indonesia menegaskan bahwa perawat hanya boleh melakukan tindakan sesuai 

kompetensi dan kewenangannya, serta tidak boleh mendiagnosis atau meresepkan terapi di luar ruang 

lingkup praktik keperawatan, meskipun konteksnya berupa konsultasi jarak jauh (PPNI, 2022). Penerapan 

etika batas kompetensi ini menjadi bentuk perlindungan diri perawat, karena apabila terjadi kesalahan, 

perawat dapat menunjukkan bahwa tindakannya masih berada dalam koridor etika profesi dan tidak 

melampaui kewenangan (Mahaputri et al., 2019). 

Pemberian informasi dan informed consent secara digital juga menjadi domain etika profesi yang 

berkontribusi pada perlindungan hukum perawat, karena perawat wajib memastikan pasien memahami 

prosedur, risiko, batasan, dan keterbatasan layanan kesehatan berbasis teknologi. Etika mengharuskan 

perawat menjelaskan secara jelas bahwa konsultasi digital bukan pengganti pemeriksaan langsung, sehingga 

pasien dapat membuat keputusan secara otonom dan informas lewat media yang tepat. Dokumentasi proses 

persetujuan digital—seperti centang setuju, tanda tangan elektronik, atau rekaman percakapan—dapat 

menjadi bukti bahwa perawat sudah memenuhi tanggung jawab etis dan mengurangi risiko gugatan akibat 

pelanggaran hak otonomi pasien (Setyo, 2024). 

Perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik digital tidak hanya bersumber dari regulasi formal, 

tetapi juga dari advokasi dan pendampingan oleh lembaga profesi seperti PPNI, asosiasi tenaga kesehatan, 

dan layanan hukum khusus perawat. Beberapa inisiatif kini mulai mengembangkan platform daring yang 

menghubungkan perawat dengan pengacara atau ahli hukum, sehingga perawat dapat memperoleh panduan 

dan bantuan saat menghadapi sengketa atau potensi pelanggaran hukum. Dengan adanya jejaring advokasi 

ini, perawat merasa lebih terlindungi karena tidak harus berhadapan dengan persoalan hukum secara 

sendiri-sendiri (Mahaputri et al., 2019). 

Penguatan kompetensi legal dan etis bagi perawat di era digital juga menjadi bagian penting dari 

perlindungan hukum, karena pemahaman yang baik terhadap regulasi, kode etik, dan etika digital dapat 

menurunkan risiko pelanggaran dan kesalahan (Abdurrachman & Anwary, 2025). Pendidikan keperawatan 

dan pelatihan berkelanjutan kini semakin memasukkan modul tentang etika digital, keamanan data, serta 

regulasi telemedicine dan rekam medis elektronik, sehingga perawat siap berpraktik di lingkungan yang 

semakin terkonversi secara digital. Dengan kata lain, investasi pada peningkatan kompetensi etikolegal 

adalah bentuk perlindungan preventif yang strategis bagi profesi perawat (Tedjomuljo & Afifah, 2016)  

Di sisi institusi, perlindungan hukum perawat dalam praktik digital dapat diwujudkan melalui 

penyusunan SOP spesifik terkait penggunaan platform kesehatan online, telenursing, dan rekam medis 

elektronik, serta mekanisme pelaporan dan manajemen risiko mediko-legal. Fasilitas pelayanan kesehatan 

perlu menyediakan panduan etikolegal, menyelenggarakan audit sistem informasi, serta mengadakan forum 

konsultasi hukum bagi perawat yang merasa ragu dalam pengambilan keputusan digital. Langkah-langkah 

institution-based tersebut tidak hanya mengurangi risiko fasilitas, tetapi juga memperkuat posisi perawat 

sebagai pelaksana tugas yang berada dalam kerangka sistem yang terstruktur (Widjaja, 2023). 

Etika digital keperawatan juga menekankan pentingnya menjaga reputasi dan martabat profesi ketika 

berinteraksi melalui media sosial dan platform daring lainnya, sehingga perilaku perawat di ruang virtual 

tetap berada dalam koridor etika. Penerapan etika digital—seperti tidak mengunggah data pasien, menjaga 

bahasa komunikasi, serta tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan—menjadi perlindungan diri 

perawat dari pelanggaran kode etik, tuntutan hukum, maupun stigma publik (Widjaja, 2023). Dalam konteks 
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ini, etika profesi dan etika digital saling menguatkan, sehingga perawat tidak hanya terlindungi secara 

hukum, tetapi juga secara sosial dan profesional. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dan etika profesi perawat dalam praktik digital harus 

dipandang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung: regulasi memberikan payung hukum dan 

mekanisme penegakan hukum, sedangkan etika profesi dan etika digital menuntun perawat untuk bertindak 

secara bermartabat dan berakuntabilitas tinggi. Pada praktiknya, perawat membutuhkan integrasi antara 

pemahaman regulasi nasional, kompetensi etikolegal, serta dukungan institusi dan lembaga profesi untuk 

dapat berpraktik di ranah digital tanpa kehilangan perlindungan, sekaligus menjaga kepercayaan pasien dan 

masyarakat. Dengan kerangka tersebut, praktik pelayanan kesehatan berbasis digital dapat berjalan secara 

lebih aman, adil, dan tetap menjunjung tinggi profesionalisme tenaga perawat di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia, tanggung jawab hukum tenaga perawat 

tetap berlaku dalam tiga ranah utama: pidana, perdata, dan administratif, meskipun konteks pemberian 

asuhan beralih ke sistem informasi dan platform daring. Perawat tetap wajib mematuhi standar profesi, SOP, 

regulasi rekam medis elektronik, serta batas kompetensi dan kewenangan, sehingga kesalahan dokumentasi, 

pelanggaran privasi data, atau tindakan di luar kompetensi dalam praktik telenursing dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban hukum baik secara individu maupun bersama institusi fasyankes. 

Perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik digital diberikan selama tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan regulasi kesehatan, kode etik keperawatan, dan etika digital, namun perlindungan tersebut 

tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum jika terjadi sengketa. 

Regulasi terbaru, seperti UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, peraturan telemedicine, dan ketentuan rekam 

medis elektronik, serta peran lembaga profesi dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun SOP dan 

mendampingi perawat secara hukum, menjadi pilar penting dalam memperkuat posisi perawat di era layanan 

kesehatan berbasis teknologi. 

Integrasi aspek hukum dan etika profesi menjadi kunci dalam mewujudkan praktik pelayanan 

kesehatan digital yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan, sehingga perawat tidak hanya terlindungi dari 

tuntutan hukum, tetapi juga tetap menjaga kepercayaan pasien dan kehormatan profesi. Penguatan regulasi 

yang adaptif, pelatihan etikolegal, serta penerapan etika digital secara konsisten menjadi rekomendasi utama 

bagi pemerintah, lembaga profesi, institusi pendidikan, dan manajemen fasilitas kesehatan agar perawat 

dapat berperan optimal dalam transformasi pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. 
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